
園聾亜潮間

WALI KOTA S工BOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WAL工KOTA SIBOLGA

NOMOR 09 TAHUN 2023

TE NTAN G

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT

DI KOTA S工BOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 151 dan 153 Peraturan Peme正ntah

Nomor　47　Tahun　2015　tenting Pembahan Atas Peraturan

Peme正ntah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk

melaksanak紬ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri

D瓢am Negeri Nomor 18　Tahun　2018　tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu

menetapkan Peraturan W血i Kota tentang Pedoman

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota

Sibolga;

M en8ingat 1･ Undang-Undang Nomor　8　耽･ Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota置Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik　量ndonesia Tahun 1956　Nomor　59,

Tambahan Lembaran Negara Republik　工ndonesia Nomor

1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik工ndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3･ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014　Nomor　244, T紬bahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor　5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah tera皿ir dengan Undang-Undang Nomor

1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kelja (Lembaran Negara Republik

工ndonesia Tahun　2020　Nomor　292, Tamb盆han Lembaran

Negara Republik重ndonesia Nomor 6573) ;
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4. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tchun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 113, Tamb血an Lembar紬Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah deng紬

Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang

Perub血紬Atas Peratur紬耽me正ntah Nomor 43 Tahun 2014

tent紬g Peraturan pelaks紬a紬Und紬g-Und紬g Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia T血un 2015 Nomor 157, Tamb血紬Lembaran

Neg紬a Republik工ndonesia Nomor 5717);

5･ Peratur紬Pemer血ah Nomor 17 Tahun 2018 tent紬g

Kecamat紬匝mb紅組Neg紬a Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

工ndonesia Nomor 6206);

6･ Peraturan Mente正Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

tent紬g Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia T血un 2018 N｡m｡r

569);

7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017

tent紬g Pembentuk紬　Per紬緋at Daer血　Kota sibolga

(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13,
Tambahan Lemb紬an Daer血Kota Sibolga Nomor 12);

8･ Peratur紬Wali Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2017 tent紬g

Keduduk紬, Susunan Org狐isasi ser屯田gas d狐　Fungsl

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,　Pemberdayaan

Perempu紬dan Perlindung紬Anak kota Sibolga (Be正ta Daerah

Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 45);

9･ Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 130/37/Tahun　2012

tentang耽ngangkatan d孤Pemberhentian Kepalaしingkung紬

di Lingkungan Peme正ntah Kota Sibolga (Beh屯Daerah Kota

Sibolga Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTus恥N:

Menetapkan　: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DI KOTA S工BOしGA.
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BAB重

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1 ･ Daerah ad粗ah Daerah Kota Sibolga･

2･ Pemerintahan Daerah ad粗ah penyelen繋紬a urusan

peme正ntahan oleh peme正ntah daerah d紬dewan penva虹1an

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan pnns宣p otonomi seluas輸luasnya da重劃sistem dan

prinsip Neg紬a Kesatu紬Republik工ndonesia sebagaim劃a

dimaksud dalam Undang-Undang Das紬Neg紬a Republik

lndonesia Tahun 1945.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4･ Kecamatan ad瓢ah wilayah ke重ja Camat sebagai Satuan

Ke巧a Perangkat Daerah Kota Sibolga dalam wilayah ke寄a

Ke cam atan

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Unit Kerja

Kecamatan di lingkung紬Pemerintah Daerah Kota Sibolga

dalam wilayah ke重ja Kecamatan.

6. Lin8kungan adalah bagian wilayah dari wilayah

kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan.

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat LPM ad粗ah wadah Partisipasi Masyarakat

sebaga王mitra Pemerintah,ikut serta dalam Perencanaan,

Menampung dan mew巾udkan Aspirasi kebutuhan

Masy紬akat dan pengawasan Pembangunan serta memiliki

siぬt konsultatif dengan lembaga atau organisasi

masyarakat.

8･ Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk

mew巾udk紬　kemampuan dan kemandirian dalam

kehidupan ma軍y紬akat, berbangsa dan bemeg紬a･

9･ Pembangunan Partisipasif adaalh pembangunan yang

dilaksanak狐dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi

perencanaan pelaksana紬, pengendalian, pemanぬatan dan

pemelih紬aan h asil-hasil pembangunan serta

pengembangan tindak la可ut hasil pembangunan, dengan

peran serta seluruh lapisan masyarakat.

10･Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberik紬

kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tingg粗

di wilayahnya sendiri, dikenal dan me可adi p紬utan

m a syarakat.

11･Pembinaan adalah upaya Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan agar dapat

bekeヰa sesuai dengan t可uan y狐g ditetapkan dalam

rangka pembangunan di daerah.

12･Formatur ad瓢ah orang yang ditugasi untuk membentuk

dewan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

13. Dewan Fasilitator adalah majelis atau beberapa orang yang

menyediakan sarana pendukung.
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14. Dewan Pakar adalah majelis atau beberapa orang yang ahli

dal劃suatu bidang･

15･ Demisioner adalah orang yang ditu可uk sebagai pimpin紬

sementara sampai dilantiknya kembali pimpin狐yang baru.

16･Pen叫au ad瓢ah orang yang melakukan pem叫auan

terhadap sesuatu hal.

17･Insentif ad瓢ah tambahan penghasil紬(uang, b紬ang,

dan/atau dalam bentuk lain) yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan gairah ke巧a,

sebagai bentuk pengh紬gaan atas k血e巧a/prestasi yang

dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Bagian Kedua

Maksud dan T可uan

Pas瓢2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wall Kota ini adalah
sebagai pedoman d血am pemben亡ukan susun狐organisasi

dan tata kelja LPM di Kota Sibolga.

(2) T可uan ditetapk紬nya Per祉uran W瓢i Kota ini meliputi :

a. mendudukkan　血ngsi LPM sebagai mitra Pemerintah

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; dan

b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah

daerah dalam penyelenggaraan urus紬　pemerintahan

dan pemb劃gunm･

BAB量1

PEM BENTUKAN

Pasal 3

(1)しPM dibentuk atas prak紬sa Pemehntah Daer血　dan

m asyarakat ･

(2) Pembentukan LPM sebagaimana dimcksud pada ayat (1)
dengan memenuhi persy紬atan :

a. berasaskan Pancasila dan Und紬g-Undang Das紬Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. berkedudukan di wilayah setempat;

c. keberadaannya bemanぬat dan dibutuhkan masyarakat

setempat;

d. memiliki kepenguⅢs紬　yang tetap berdas甜k紬

periodesasi ;
e. memil出se虹et鉦iat yang bers琵正tetap; dan

f. tidak bera珊iasi kepada partai politik･

(3) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. DPD LPM Kota;

b. DPC LPM Keca皿atan; dan

c. LPM Kelurahan.
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BAB11賞

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagi紬Kesatu

Kedu dukan

Pasal4

(1) DPD LPM Ko屯berkedudukan di Kota Sibolga merupakan

pelaksana orgamsasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi
ked血am dan keluar, dalam melaks紬akan tugasnya yang

be轟an製叩ng ｣awab kepada Musyaw紬ah Daerah Kota.

(2) DPC LPM Kecanatan berkedudukan di Kecanatan merupakan

pelaksana organユsasi yang bersぬt kolek仕f mewa貼1i organisasi

kedalam dan keluar, dalam melaksanakan tugasnya yang

bertanggung jawab pada Musyawarah Kecamatan.

(3〉 LPM Kelurahan berkedudukan di Kelurahan me｢upakan

pelaksana orgamsasi yang bersiぬt kolektif mewakili organisasi,

ked粗am dan kelu紬　dalam melaksanak狐　tugasnya yang

be轟anggung ｣awab pada Musyawarah Kelurahan.

Bagian Kedua

皿8as

Pasal5

(1) Tugas DPD LPM Kota ad瓢ah :

a. membantu Peme正ntah untuk menggerakkan pa轟isipasi

masyarakat ;

b. meningkatkan peran se正a LPM d址am hal pelaksanaan dan

pengend粗ian pembangunan ;

c. membina Keヰasama DPCしPM yang ada di Kecamatan;

d. menentukan kebijakan organisasi di daerah dan

musyawarah-musyawarah daerah ;

e. memberikan laporan kegiatan organisasi kepada DPD LPM

Provinsi;

f. men糾kuhk紬d紬mengesahk紬susunan d紬personalia

hasil musyawarah Kecamatan.

(2) Tugas DPC LPM Kecamatan adalah :
a. membantu Camat untuk men幾erakkan pa血sipasi

masyarakat ;

b. membina ke宣jasamaしPM yang ada di Kelurahan;

c. menentukan kebijakan organisasi Kecamatan dan

musyawarah-musyawarah Kecamatan yang bersangkutan ;

d. memberikan laporan kegiatan organisasi kepada DPD LPM

Kota; din

e. men糾kuhk紬d狐menges血k紬susunan d紬person亜a

hasil musyawarah Kelurahan.
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(3) Tugas LPM Kelurahan adalah :
a. melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat

Kelurahan ;

b･ menyusun renc紬a pembangunan sec紬a p釦青isipa哩

c. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;

d･ melaks紬akan d紬mengend血ikan pemb紬gun紬; d紬

e･ memberikan lapor紬kegiatan secara pe五〇dik kepada DPC

LPM Kecamatan dan kepada musyawarah Kelurahan.

Bagian Ketiga

Fun8sl

Pasal6

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 menyelen幾組ak紬請ngsi :

a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalan pembangunan

disegala bidang;

b. menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan

Peme正nt血　d紬　pihak lain sebaga王　w可ud pemb紬gun紬

p a競i sipa坤

c･ merperan secara aktif dalam membina persatuan dan kesatuan

bangsa;

d･ mengemb紬gk紬　program pemehnt血　deng紬　aspiras工

masyarakat; dan

e. meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat, balk yang berada di

Kota, Kecamatan maupun di Kelurahan agar dapat menikma心

hasil-hasil pembangunan.

BABIV

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 7

(1) Keanggota紬LPM terdi正dari :

a. anggota biasa; dan

b. anggota luar biasa.

(2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ad粗ah orang perorang yang me垂adi an毅ota dan/atau

pengums LPM.

(3) Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

adalah orang perorang yang peduli dan mempunyai

kemampuan/keahlian te轟entu ikut be吋a血sipasi dalam

pengembangan pemberdayaan masyarakat.
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Bagian Kedua

Sy紬at-Syarat Keanggotaan

Pasal8

( 1) Persyaratan menjadi an野ota biasa adalah :

a･ w紬ga neg紬a Indonesia minimal bemsia 2 1 tahun atau telah

menikah; dan

b･ sehatjasm紬i, roh紬i, dan血dak kehil紬g紬hak pilih.

(2) Persyaratan menjadi anggota luar biasa adalah :

a. tokoh masyarakat, tokoh partai politik, pengusaha, akademisi

atau yang mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan

masyarakat; dan

b. mengajukan pemohonan untuk menjadi anggota LPM.

Bagian Ketiga

Hak Anggota

Paragraf 1

An蕊ota Biasa

Pasal9

Anggota biasa mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. hak bicara dan hak suara;

b. hak memilih dan dipilih;

c. mengundurkan diri;

d. hak mengajukan usul dan/atau saran, baik secara lisan

maupun tulis狐;

e. mengikuti kegia屯n, memperoleh pelayanan serta　ぬsilitas

organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi; dan

f. hak melakukan pembelaan diri.

Paragraf 2

Anggotaしuar Biasa

Pasal 10

An籠o屯1uar biasa mempunyai hak葛hak sebagai berikut:

a. hak bicara;

b. hak dipilih;

c. hak mengajukan usul dan atau s紬an, balk secara lisan

maupun tulis狐;

d. men産ku也　kegiata皿, memperoleh pelay孤an se轟a　ぬsilitas

organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi; dan

e. hak melakukan pembelaan did.

Pasal11

Ta屯cara pen籠unaan hak membela di正sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 humf I dan Pasal 10 huruf e diatur lebih la巾ut

dalam Peraturan Organisasi.
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Bagian Keempat

Kewajiban Anggota

Paragraf 1

Anggota Biasa

Pasal 12

Kewajiban anggota biasa adalah sebagai berikut :

a･ menaa也　AD/ART serta ketentuan-ketentuan lain yang

dite屯pkan LPM; dan

b･ me即aga dan me叫u叫ung tinggi mama baik dan kehomatan

LPM.

Paragraf 2

Anggota Luar Biasa

Pasal 13

Kewajiban anggota luar biasa adalah sebagai berikut :

a. menaa互　AD/ART se正a ketentuan-ketentuan lain yang

ditetapkan LPM;

b. menjaga dan menjunjung tinggi nana baik dan kehormatan

LPM; dan

c. membe正kan bantuan yang tidak mengikat.

BAB V

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Kepengumsan

Paragraf 1

Kepengurusan DPD LPM Kota

Pasal 14

(1) Susunan Kepengurusan DPDしPM Kota terdi血da血:

a. seorang ketua;

b. beberapa wa貼I ketua;

c. seorang se虹etaris;

d. beberapa wakil sekretaris;

e. seorang bendahara; dan

f. beberapa wakil bendahara.

(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi deng紬beberapa bidang sesuai deng紬kebutuhan,

yang sela可utnya diatur dalam ART･
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Paragraf 2

Kepengumsan DPC LPM Kecamatan

Pasal 15

(1) Susunan Kepengurusan DPC LPM Kecama屯n terdih dan :

a. ketua;

b. wakil ketua;

c. sekretaris;

d. wa貼1 sekretaris;

e. bendahara; dan

f. wa宣dl bendahara.

(2) Susun紬kepengurus紬sebagaimana dimaksud pada争yat (1)

dilengkapi dengan beberapa bagi紬sesuai deng紬kebutuhan,

yang sela垂utnya diatur dala皿ART.

Paragraf 3

Kepengurus紬LPM Kelurahan

Pasal 16

(1) Susunan Kepengurusan LPM Kelurahan terdi正da正:

a. ketua;

b. wakil ketua;

c. se虹etaris;

d. wakil sekretaris; dan

e. bendahara.

(2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan beberapa seksi sesuai dengan kebutuh紬,

y紬g sela可utnya diatur dal劃ART.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Menjadi Ketua dan Pengurus LPM

Pasal 17

(1) Sy紬at me垂adi Ketua LPM adalah sebagai berikut:

a･ warga negara Republik重ndonesia;

b･ bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa;

c･ berkelakuan baik, j可ur, adil, cakap dan beⅣibawa;

d･ dapat membaca dan menulis;

e･ berumurminim瓢21 tahun;

青　sehatjasmani d劃roh紬i; dan

9. berdomisili di wilayahnya sesuai dengan tempat menjabat.

(2) Syarat me可adi pengurus LPM adalah sebagai berikut:

a･ warga negara Republik工ndonesia;

b･ bertaqwa kepada Tuh紬Yang MahaEsa;

c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;

d･ dapat membaca dan menulis;

e･ berumurminim瓢21 tahun;

青　sehatjasm紬i dan rohani; dan

9. berdomisili di wilayahnya sesuai dengan tempat menjabat.
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(3) Khusus di tingkat Kelurahan, Ketua dan Pengurus LPM
Kelurahan terpilih tidak dapat merangkap jabatan sebagai

pengurus pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta bukan

merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas

Paragraf 1

Ketua dan Wakil KetuaしPM

Pasal 18

(1) Ketua LPM memimpin dan bertanggung jawab kepada LPM yang
dipimpin baik kedalam maupun keluar･

(2) KetuaしPM menyiapkan ke坤aksanaan umum organisasi dan

ke坤aksanaan teknis organisasi i

(3) Ketua LPM mene屯pkan ke囲aksanaan teknis pelaksanaan tugas

yang me可adi tan談叩ng ｣awabnya sesuai dengan noma, standar,

dan prosedur yang ditetapk紬.

(4) Ketua LPM membina dan melaksanakan kerja sama dengan
instansi dan organisasi lain menyangkut bidang tanggung ｣awab･

(5) Ketua LPM memimpin dan mengendalikan semua ke産atan LPM･

(6) Ketua LPM melaksanakan k○○rdinasi dengan depa競emen-

depa轟emen dan seksi-seksi.

(7) Ketua LPM melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan
oleh Pe皿ehntah.

Pasal19

Wakil Ketua LPM melaksanakan tugas Ketua sebagaimana dimaksud

dalam Pas瓢18, apabila :

a. diperintahkan oleh ketua; atau

b. ketua berhalangan dikarenakan melaks紬akan tugas lain din

hal-hal lainnya.

Paragraf 2

Se血etaris dan Wakil Sekretaris

Pasal 20

(1) Se虹etaris mempunyai tugas memb狐tu Ketua dalam

menyelenggarakan administrasi pelayanan.

(2) Se虹etaris menyelenggarakan administrasi surat menyurat,

kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan.

(3) Sekretahs melaks紬akan tugas-tugas tertentu yang dibehkan

oleh Ketua.

Pasal21

Wa貼I Se虹eta正s melaksanak紬　tugas Se虹etaris sebagaimana

dimaksud pada Pasal 20, apabila :

a. diperintahkan oleh sekretaris;

b. sekretaris berhalangan dikarenakan melaksanakan tugas lain

dan hal-ha=a血nya.
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Paragraf 3

Bendahara dan Wakil Bendahara

Pasal 22

(1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan adminis血asi

keuangan, temasuk benda-benda bergerak atau心dak bergerak,

menyimpan uang dan mengeluarkan uang organisasi atas

perset巾uan ketua.

(2) Bendahara menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan

keuang狐dan penyimpanan uang.

(3〉 Bendahara mengadakan pencatatan swadaya gotong royong

masyarakat dalam pembayaran yang dinilai dengan uang.

Pasal 23

Wakil Bendahara melaksanakan tugas bendahara sebagaimana

dimaksud pada Pasal 22, apabila :

a. diperintahkan oleh bendahara;

b. bendahara berh粗angan dikarenakan melaksanakan tugas lain

dan hal-hal la血nya.

Paragraf 4

Bidang, Ba由an dan Seksi

Pasal 24

Bidang, Bagian dan Seksi yang dibentuk sesuai dengan

kebutuhan, mempunyai tugas membantu pengurus dalam

melaksanakan tugas di LPM serta meng○○rdinir bidang, bagian dan

seksi masing-masing guna op也malisasi pelaksanaan tugas.

BABV重

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Pemberhen廿an Anggota

Pasal 25

Setiap anggota LPM berhenti atau diberhentikan karena :

a. habis masa bhakti;

b. meningg瓢dunia;

c. mengundurkan diri;

d･ me可adi pengurus partai politik atau terpilih me可adi

孤ggota legislatif;

e. pindah tempat tinggal keluar wilayah dimana me垂abat

me垂adi pengurus; atau

f･ melanggar AD/ART dan peraturan organisasi d劃diputuskan

melalui pleno pengums ha正an.
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Bagi紬Kedua

Pemberhentian Pengums

Pasal 26

Setiap pengurusしPM berhenti atau diberhentikan karena :

a. habis masa bhakti;

b. meningg粗dunia;

c. mengundurkan diri;

d. me垂adi pengurus partai politik atau terpilih me可adi

anggota legislatif;

e. pindah tempat tinggal keluar wilayah dimana me可abat

me可adi pengurus;

f. tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk masa waktu 6

(enam) bulan secara berturut-turut;

9. meny瓢ahgunakan wcwenang, kedudukan dan kepercayaan

yang dibehkan oleh organ宣sas宣;

h. ber也ndak be巾entangan dengan AD/ART organisasi;

i. be直indak merugikan aぬu mencemarkan nama balk

organisasi; atau

j. diberhen亀kan oleh dewan pimp皿an set壷gkat lebih t血ggi

setelah diputuskan d血am rapat pleno pengums.

BAB V工I

MASA JABATAN,PEMILIHAN DEWAN PIMP量NAN

DAN PERGANT工AN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Masa Jabatan

Pas瓢27

(1) Masa jabatan pengums DPD LPM Kota, DPC LPM Kecamat紬

dan LPM Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.

(2) Ketua DPD LPM K〇日, Ketua DPCしPM Kecamatan dan Ketua

LPM Kelurah紬dapat me垂abat maksimal 2 (dua) kali masa

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara bertumt-
turut.

Bagian Kedua

Pemilihan Dewan軸mpinan

Pasa工28

(1) Pemilihan Ketua DPD LPM Kota, Ketua DPC LPM Kecamatan
dan Ketu貧　LPM Kelurahan dilakukan mel瓢ui pemilihan

lan8sun8.

(2) Pembentukan pengums DPD LPM Kota, DPC LPM Kecamatan
dan LPM Kelurahan dilakukan oleh formatur.

(3) Fomatur terdih da正Ketua terpilih dan dibantu oleh anggota

めmatur da正pese虹a musyawarah.

(4) Fomatur membentuk kelengkapan dewan pengums dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagia7｣



Bagian Ketiga

Pergantian Antar Waktu

Pasal 29

Perg狐色an antar waktu dewan pimp重nan disetiap ｣e叫ang

kepengurus紬dilakukan apabila :

a. terjadi kekosongan dalan keanggotaan dewan pimpman

karena sesuatu sebab, maka pengisian kekosongan tersebut

dilakukan oleh dewan p重mpman harian untuk masa jaba屯n

yang tersisa sesuai dengan hasil keputusan rapat dewan

pimpinan yang bersangkutan;

b. Pengurus tidak ak心f mengikuti kegiatan organisasi sec紬a

be轟urut-turut selama　6 (enam) bulan maka diadakan

pergan缶an yang diputuskan oleh pengurus ha正an dewan

pimpinan y狐g bersangkutan ;

c. Keputusan yang dilakukan dewan pimpman sebagaimana

dimaksud pada hu皿でa dan humf b, ha則s dilaporkan

kepada dewan p宣mp工nan se也ngkat organisasi lebih tinggi

untuk diminta pengesahan dan dipe血anggung ｣awabkan

dalam musyawarah.

BAB VIⅡ

MUSYAWARAH, MUSYAWARAH KERJA

DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

DPD LPM Kota

Paragraf 1

Musyawarah Daerah

Pasal 30

(1) Musyawarah daerah DPD LPM Kota merupakan pemegang
kekuasaan ter血nggi org紬isasi di缶ngkat kota.

(2) Tugas d紬wewenang musyawarah daerah kota adalah:

a.皿emilih dan menetapkan ketua DPD LPM Kota;

b. menetapkan program ke車a organisasi;

c. memutuskan/meneぬpkan keputusan terhadap masalah

organisasi dan masalah pen血ng lainnya; dan

d. membe正kan penilaian dan keputusan terhadap pe正anggung

jawaban DPDしPM Kota.

(3) Musyawarah Daerah DPDしPM Kota dinyatakan sah apabila

dihadiri minimal　2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta

mu syawarah.

(4) Musyawarah Daerah DPD LPM Kota dilaksanakan sesuai
dengan Tata Tertib Pemilihan dan berlangsung secara

demokratis.

(5) Peserta musyawarah daerah DPD LPM kota adalah:
a. utus紬DPD LPM Provinsi dan hanya memili貼1 (satu) hak

Suara;

b. pengur皿s DPD LPM Kota demisioner dan h紬ya memiliki 1

(satu) hak suara;
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c･ utusan DPC LPM Kecamatan yang ada diselu｢uh Kota dan

membawa mandat da正　DPC LPM Kecamatan yang

bersangkutan se轟a mempunyai hak suara, hak bicara, dan

hak dipilih;

d. masing-masing DPC LPM Kecamatan hanya mempunyai 1

(satu) hak suara;

e. jumlah peserta da正mas宣ng-mas宣ng DPC LPM Kecamatan

ditetapkan oleh DPDしPM Ko屯.

(6) Peninjau musyawarah daerah DPD LPM Kota terdiri dan :
a. dewanぬsili屯tor dan dewan pakar;

b. utusan DPD LPM Kota diluar pese巾a sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf c dengan membawa mandat dari DPD

LPM Kota;

c. utusan lembaga-lembaga/satuan tugas yang dibentuk oleh

DPD LPM Kota dengan membawa mandat da正lembaga yang

bersangkutan ;

d. p匂abat peme正ntah daerah;

e. tokoh masyarakat sesuai kebijakan DPD LPM Kota;

f. pem叫au sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e

hanya mempunyai hak bicara.

(7) Ketua DPD LPM Kota terpilih meneぬpkan Dewan Fasilitator,

Dewan Pakar dan Dew紬Penasehat

(8) Musyawarah daerah DPD LPM Kota dilaksanakan oleh dan
me可adi tanggung ｣awab DPD LPM Kota.

Paragraf 2

Musyawarah Ke事ja

Pasal 31

(1) Musyawarah kelja DPD LPM Kota adalah forum tertinggi
dibawah musyawarah daerah Kota.

(2) Tugas dan wewenang musyawarah ke宣ja DPD LPM Kota adalah:

a. mengev瓢uasi terhadap jalannya progr餌　keヰa serta

menetapkan keb主jakan sela可utnya　ねsilitator dan dewan

pakar; dan

b. membahas permasalahan yang dihadapi DPD LPM Kota dan

memutuskan /皿enetapkan cara-cara penyelesaian.

(3) Peninjau musyawarah kelja DPD LPM Kota terdiri dad :
a. dewanぬsili屯tor dan dewan pakar;

b. utusan lembaga yang dibentuk DPD LPM Kota dengan

membawa皿andat da正lembaga yang bersangkutan;

c. utusan masyarakat yang atas kebijakan DPD LPM Kota dapat

ditentukan sebagai peni叩au Tokoh masyarakat sesuai

kebijakan DPC LPM Kota; dan

d. P匂abat Pemehntah di wilayah DPDしPM Kota.

(4) Musyawarah ke車a DPD LPM Kota dilaksanakan oleh dan

me両adi tan鑑ung ｣awab DPD LPM Kota.
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Paragraf 3

Rapat- Rapat

Pasal 32

Tugas dan wewenang rapat DPD LPM Kota adalah :

a. menetapkan kebijakan organi組si berdasarkan keputusan

munas DPP LPM dan keputusan Musyawah Dacrah DPD LPM

Provinsi, keputusan Musyawah Daerah DPD LPM Kota dan

Musyawarah kelja daerah Kota;

b. mengadakan ev瓢uasi secara berkala keb主jakan opcrasional dan

organisasi DPD LPM Ko血; dan

c. menyusun, memmuskan dan menctapkan keb主jakan terencana

se心ap bidang y狐g dibentuk DPD LPM Kota dengan membawa

mandat da正lembaga yang bersangkutan.

Bagian Kedua

DPC LPM Kecamatan

Paragraf 1

M u syawarah

Pas瓢33

(1) Musyawarah Cabang DPC LPM Kecamatan merupakan

pemegang kekuasaan te巾inggi organisasi tingkat Kecamatan.

(2) Tugas dan wewenang musyawarah cabang DPC LPM Kecamatan
adalah :

a. memilih dan menetapkan ketua DPC LPM Kecama屯n;

b. menetapk紬program keヰa organisasi;

c. memutuskan/mene屯pk紬　keputusan terhadap masalah

organisasi dan masalah penting lainnya;

d. membe正kan penilaian dan keputusan terhadap pe巾anggung

｣awaban pengums DPC LPM Kecamatan;
e. memilih dan menetapk狐pengurus DPC LPM Kecamatan;

f. menetapkan Dewan Fasilitator,Dewan Pakar dan Dewan

Penasehat Kec狐atan.

(3) Musyawarah cabang DPC LPM Kecamat紬dinyatakan sah

apabila dihadir王　minim瓢　2/3 (dua per tiga) dari jumlah

peserta musyawarah.

(4) Musyawarah cabang DPC　しPM Kecamatan dilaksanakan

sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan dan berlangsung secara

demokratis.

(5) Pese轟a musyawarah cabang DPC LPM Kecamatan terdi正dari:

a. utusan DPD LPM Kota dan hanya memiliki 1 (satu) hak

Suara;

b. utusan/pengurus DPC LPM Kecamatan demisioner dan

hanya memili嵐1 (satu) hak suara;

c. utusan-utusan LPM Kelurahan wilとりah Kecamatan dan

membawa mandat dan LPM Kelurahan ser屯mempunyai hak

suara, hak bicara, dan hak dipilih;

d･ masing-masing LPM Kelurahan hanya mempunya王1 (satu)

hak suara;

e. jumlah peserta dari masing-masing LPM Kelurahan

ditentukan oleh DPC LPM Kecamatan.
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(6) Peninjau musyawarah cabang DPC LPM Kecamatan terdiri dari
a･ dewanぬsiHtator dan dewan pakar;

b･ pengurus DPC LPM Kecamatan yang dilu紬　ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) humf c;

c･ utusan lembaga/satuan tugas yang dibentuk DPC LPM

Kecamatan dan LPM Kelurahan diatur oleh lembaganya

masing- masin g ;

d. tokoh masyarakat dan tokoh organisasi kecamatan yang

diundang;

e･ p匂abat pemehn屯h Kecamatan dan Kelurahan;

f. jumlah peninjau Musyawarah Cabang DPC LPM Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e

ditentukan oleh DPC LPM Kecamatan;

g･ pem叩au sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e

hanya mempunyai hak bicara.

(7) Musyawarah Cabang DPC LPM Kecanatan dilaksanakan dan
menjadi tanggung jawab DPC LPM Kecanatan

Paragraf 2

Musyawarah Ke重ja

Pasal 34

(1) Musyawarah kelja DPC LPM Kecamatan adalah forum tertinggi
dibawah musyawarah LPM Kecamatan.

(2) Tugas d劃wewenang musyawarah keヰa DPC LPM Kecmatan

adalah:

a･ mengevaluasi jalamya program keヰa se正a menetapkan

kebijakan selanjutnya;

b･ membahas pemas粗ahan y紬g dihadapi DPC LPM

Kec劃a屯n dan memutuskan / menetapkan c紺a

penyele saiannya.

(3) Peserta musyawarah kerja DPC LPM Kecamatan mempunyai
hak bicara.

(4) Peninjau musyawarah kelja DPC LPM Kecanatan terdiri dari :
a･ dewanぬsilitator dan dewan pakar;

b･ utusan lembaga y劃g dibentuk DPC LPM Kecamatan dengan

membawa mandat dah lembaga yang bersangkutan;

c. tokoh masyarakat yang atas kebijakan DPC LPM Kecamatan

dapat ditentukan sebagai pem叩au;

d. pejabat pemerintah diwilayah DPC LPM Kecamatan;

e. penmjau musyawarah kelja DPC LPM Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada huⅢf a, b, c, dan d, hanya

me皿iliki hak bicara.

(5) Musyawarah kelja DPC LPM Kecanatan dilaksanakan dan
me巾adi tangg叫ng ｣awab DPC LPM Kecamatan.

Paragraf 3

Rapat- Rapat

Pasal 35

皿gas dan wewena皿g rapat DPC LPM Kecamatan adalah :

a･ menetapkan ke囲akan organisasi berdasarkan keputusan

Munas DPP) keputusan musyaw紬ah daerah DPD LPM打ovinsi,

keputusan musyawarah daerah DPD LPM Kota, dan keputusan

musyawarah DPC LPM Kecanatan;
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b. mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan

operasion粗dan organisasi DPC LPM Kecamatan; dan

c. menyusun, memutuskan, dan menetapkan ke坤akan terencana

setiap bagian.

Bagian ketiga

LPM Kelurahan

Paragraf 1

M u syawarah

Pas血36

(1) Musyaw紬ah LPM Kelurahan merupakan pemegang kekuasaan

te轟血ggi organisasi仕ngkat Kelurahan･

(2) Tugas dan wewenang Musyawarah LPM Kelurahan adalah :
a. memilih dan menetapkan ketua LPM Kelurahan;

b. menetapkan pro鐸am ke寄a organisasi;

c. memutuskan, menetapkan keputusan terhadap masalah

organisasi dan mas瓢ah penting lainnya;

d. membehkan penilaian dan keputusan terhadap per屯nggung

｣awabanしPM Kelurah紬;

e. memilih dan mene屯pkan pengurus LPM Kelurahan;

f･ pengurus LPM Kelurahan te町ilih menetapkan Dewan

Fasilitator, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat LPM

Kelurahan.

(3) Musyawarah LPM Kelurahan dinyatakan sah apabila dihadiri
minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah･

(4) Musyaw紬ah LPM Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan

Tata Tertib Pemilihan dan berlangsung secara demokratis･

(5) Pese虹a musyaw紬ah LPM Kelurahan adalah :

a. utusan DPC LPM Kecamatan dan hanya memili虹1 (satu)

hak suara;

b. utusan/pengurus　しPM Kelurahan demisioner dan hanya

memili虻1 (satu) hak suara;

c. utusan da正setiap lingkungan y紬g ada di wilayah kelurahan

yang memili瞳hak bic紬a, hak suara dan hak dipilih;

d. utusan da正se心ap lingkungan hendaknya adalah seorang

tokoh masyarakat/orang yang mempunyai dedikasi serta

kepedulian terhadap lingkungannya;

e. masing-masing lingkungan hanya memiliki 1 (satu) hak

Suara;

f. jumlah pese正a da正masing-masing lingkungan ditentukan

oleh LPM Kelurah紬.

(6) Pen垂au musyawarah LPM Kelurahan terdi正da正:

a. dewanぬsilitator dan dewan pakar;

b･ pengurus LPM Kelurahan dilu紬　ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf c;

c. utusan lembaga/satuan tugas yang dibentuk oleh LPM

Kelurahan dengan membawa mandat da正lembaganya

masing- masing ;

d. tokoh masyarakat dan tokoh organisasi di wilayah Kelurahan

yang diundang;

e. p匂abat peme正ntah Kelurahan;

f. jumlah pen叩au musyaw紬ah sebagaimana dimaksud pada

huruf a,b, c, d, dan e ditentukan olehしPM Kelurah紬dan

hanya memili虻hak bicara.
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(7) Musyawarah LPM Kelurahan dilaksanakan dan menjadi
tan総ung jawab LPM Kelurahan.

Paragraf 2

Musyawarah Ke宣ja

Pasal 37

(1) Musyawarah kelja LPM Kelurahan adalah forum tertinggi
dibawah Musyawarah LPM Kelurahan.

(2) Tugas dan wewenang musyawarah ke車a LPM Kelurahan adalah:

a. mengevaluasi terhadap jalannya program kelja serta

menetapkan kebijakan sela垂utnyaprogram ke寄a orgamsas重;

b. membahas pemasalahan yang dihadapi LPM Kelurahan dan

memutuskan / menetapkan cara penyelesaiannya.

(3) Peserta musyawarah kerja LPM Kelurahan mempunyai hak
bicara.

(4) Peni可au musyawarah ke寄a LPM Kelurahan terdi正dah :

a. dew狐ぬsilitator dan dewan pakar;

b. Iembaga y紬g dibentuk LPM Kelurahan dengan membawa

utusan mandat da正lembaga yang bersangkutan;

c. tokoh masyarakat yang atas kebijakan LPM Kelurahan dapat

ditentukan sebagai pem叫au ;

d. p匂abat peme正ntah di wilayah LPM Kelurahan;

e. pem叩au musyawarah ke轟a LPM Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada humf a,b,c, dan d hanya　皿emiliki hak

bicara.

(5) Musyawarah kelja LPM Kelurahan dilaksanakan dan menjadi
tanggung jawab LPM Kelurahan.

Paragraf 3

Rapat- Rapat

Pasal 38

Tugas d紬wewenang rapat LPM Kelurahan adalah :

a. menciptakan kebijakan organisasi berdasarkan keputusan

Munas DPP, keputusan Musyawarah Daerah DPD LPM Provinsi,

keputusan Musyawarah Daerah DPD LPM Kota, keputusan

Musyawarah Daerah DPC LPM Kecamatan dan Musyawarah

LPM Kelurahan;

b. mengadakan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan

operasion瓦dan organisasi LPM Kelurahan; dan

c. menyusun, memutuskan dan menetapkan kebijakan terencana.

BAB工X

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Kuorum

Pasal 39

(1) Musyawarah dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila
dihadi正minimal 2/3 (dua per仕ga) da正jumlah peserta.
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(2) Rapat-rapat dinyatakan mencapai kuoⅢm dan sah apabila

dihadi正minimal 50% (lima puluh persen)十1 (satu) dad

jumlah peserta.

(3) Apabila kuorum tidak tercapai, maka dapat ditunda :

a. untuk musyawarah, maksimal 1 x 24 jam (satu kali dua

puluh empat jam);

b. untuk rapat, maksimal 1 x 30 menit (satu kali寄ga puluh

menit).

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan

Pasal 40

(1) Semua keputusan yang dianbil dalan musyawarah dan rapat-

rapat didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah muぬkat ddak tercapai, maka keputusan

diambil berdasarkan suara terbanyak da正　jumlah pese正a

yangng hadir.

(3) Keputusan untuk pemilihan pimpinan diambil berdasarkan

suara terbanyak da正pese轟a yang hadir yang memiliki hak

Suara.

BAB X

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal41

Tata Kelja LPM dengan Kelurahan, Kecamatan dan Kota adalah

dalam bentuk ke車a sama menggerakkan swadaya gotong royong

masyarakat dalam melaksanakan pembangunan bersiぬt k○○rdinatif

dan konsulta仕f.

Bagian Kedua

Hubungan Ke車a

Pas瓢42

( 1) Hubungan ke寄a LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya

di Kelurahan, Kecamatan dan Kota bersiぬt k○○rdinatif dan

kon su lta也f.

(2) Hubung紬　ke重ja LPM dengan pihak ke也ga di kelurahan,

Kec紬atan, dan Koぬ　bersiねt kemitraan dan saling

menguntungkan.

BAB X工..



BAB X工

PE N D ANAAN

Pasal 43

Pendanaan LPM dapat bersumber dan:

a･ iuran anggota;

b･ An籠aran Pendapatan dan Bela可a Daerah;

c･ bantuan yang轟dak mengikat; dan/atau

d･ usaha-usaha yang sah.

BABXIエ

KETENTUAN SANKSI

Pasal 44

(1) Setiap anggota LPM yang melakukan tindakan yang dapat
merugik紬atau mencemark紬nama baik se轟a melan籠ar

AD/ART dikenakan sanksi organisasi berdasarkan besar

kecilnya kesalahan y紬g dilakukan, yaitu :

a･ teguran lisan dan pemyataan te巾ulis;

b･ pemberhentian pelayanan orgamsasi;

c･ pemberhen血an sebagai pengurus; dan

d･ pemberhend狐da正an綬ota･

(2) Keputusan untuk menentuk紬s紬ksi org紬isasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berdasarkan atas keputusan rapat

pleno dew紬　p宣mp宣n紬　LPM y紬g bers紬gkut紬　sesuai

tingkatan nya ･

BAB XH工

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal45

(1) Se虹et紬is Daerah melalui Dinas PMK, PP d紬PA membina

dan mengawasi terhadap pembentukan, pemberdayaan dan

pendayagunaan LPM sebagai m血a pemerintah.

(2) Pemerintah Daerah melakukan penguatan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkannya dalam

kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Pemerintah Daer血　dapat memberik紬　pen如arga紬

(apresiasi) bempa　ぬsilitasi pendidik紬　tertentu kepada

I+embaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk upaya

memberikan motivasi dan pembinaan.

(4) Pemberian penghargaan (apresiasi) sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dinilai oleh Tim Penilai yang ditunjuk dan

ditetapk紬oleh W瓢i Kota.

BAB XTV...



BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal46

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundan8kan.

Agar se血ap orang mengetahu血ya,　皿emer血tahk紬

pengundangan Pera亡uran W瓢i Kota ini dengan

pene皿p祉an叫ya d瓢a皿Berita Daerah Kota Sibolga･

Ditetapkan di Sibolga

pada t劃ggal 16 Januari 2023

WALI KOTA SIBOしGA,

dto.

JAMAしUDD量N POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 16 Janua轟2023

sEKRE船R工s DAERAH KOTA s工BOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH Ko恥S工BOしGA皿HUN 2023 NOMOR 476


